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FUNGSI DAN PERANAN F–FDTL  DALAM PERTAHANAN NASIONAL RDTL

I.PENDAHULUAN 

A.LATAR BELAKANG

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang secara de fakto dan de jure dapat diakui apabila telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Sebagai lambang eksistensi negara, maka ketiga kriteria yang melekat dalam suatu negara tersebut harus dapat dipertahankan, karena bila salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi maka eksistensi suatu negara dapat disangsikan keberadaannya. Dalam hubungan dengan unsur-unsur negara ini, Hans Kelsen memandang bahwa dari doktrin tradisional, ada tiga unsur negara yaitu: teritorialnya, rakyatnya dan kekuasaannya.  Esensi suatu negara adalah menempati suatu territorial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan menyangkut eksistensi negara, Willoughby menyebutkan, sangat tergantung pada hak negara atas suatu territorial yang menjadi miliknya (Hans Kelsen, “General Theory Of Law And State”, diterjemahkan oleh Somardi, Rimdipress, 1995, Hal. 209).  

Keutuhan wilayah, keamanan bagi seluruh rakyat terutama dari ancaman penyerangan negara eksternal, serta jaminan kedaulatan pemerintahan yang sah, harus menjadi prioritas untuk dapat tetap tegaknya suatu negara. Untuk itu maka aspek pertahanan dari suatu negara menjadi sangat urgen dalam menopang integritas, kedaulatan serta keamanan suatu negara. Sebagai garda terdepan maka penyelengaraan dan pengelolaan pertahanan negara harus dilakukan secara professional. Profesionalitas pertahanan negara sangat ditentukan oleh kualitas personil maupun sarana dan prasarana pendukungnya. Adalah suatu hal yang sangat sulit mewujudkan sistem pertahanan negara yang andal, bila kualitas personil dan sarana-prasarana pendukungnya tidak memadai, apalagi dengan mental dan loyalitas yang rendah terhadap komitmen berbangsa dan bernegara.  Disamping itu, perlu ditanamkan pemahaman bahwa peran serta seluruh komponen bangsa sangat diperlukan guna mewujudkan totalitas pertahanan negara. Secara institusional, memang merupakan kewajiban lembaga militer untuk dapat memberikan jaminan bagi eksistensi negara. Namun, sebagaimana disampaikan Kolonel Lere Anan Timor, bahwa semua warga negara Timor Leste mempunyai kewajiban yang sama untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional yang aman dan damai. Menciptakan keamanan nasional bukan hanya tanggung jawab semata Polisi dan Tentara tetapi menjadi tanggungjawab semua warga yang menghuni negara Timor Leste (STL, 29/11/02, dalam Julio Tomas Pinto, “Pertahanan dan Keamanan, Suatu Tantangan Untuk Diperjuangkan”, Universidade Dili-Timor Leste, Januari 2003, Hal. 1).

Dalam hubungan dengan jaminan integritas terhadap bangsa dan negara tersebut, maka Negara RDTL (Republik Demokrasi Timor Leste) telah mengatur  masalah Angkatan Pertahanan yang disebut dengan istilah “FALINTIL-FDTL” (Forca Armadas da Libertacao Nacional  de Timor Leste – Forca da Defesa de Timor Leste) didalam Konstitusinya. Pada Pasal 146 Konstitusi RDTL disebutkan:
(1) Angkatan Pertahanan Timor Leste, FALINTIL-FDTL, yang hanya terdiri

     atas warga negara nasional, bertanggung jawab atas penyediaan

     pertahanan militer bagi Republik Demokratis Timor Leste dan memiliki 

     sistem penataan tunggal untuk seluruh wilayah nasional.

(2) FALINTIL-FDTL akan menjamin kemerdekaan nasional, kesatuan 

     wilayah serta kebebasan dan keamanan penduduk terhadap setiap 

     bentuk penyerangan atau ancaman dari luar dengan tetap menghormati aturan UUD.

(3) FALINTIL-FDTL tidak memihak dan tidak akan menaati badan-badan

     kedaulatan yang berwenang sesuai dengan UUD dan hukum serta

     tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan politik.

Karena prosedur pembentukan negara RDTL, maka pada awalnya pemerintahan negara RDTL dijalankan oleh Pemerintahan Transisi yang dibentuk oleh PBB (United Nations Transitional Administration in East Timor/UNTAET). Pada masa Pemerintahan Transisi ini, masalah pertahanan telah mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Regulasi  UNTAET No. 1 Tahun 2001, tanggal 31 Januari 2001, tentang “Pendirian Tentara Nasional Timor Lorosae”. Pada tanggal 29 Juni 2001, Regulasi ini telah diamandemen berdasarkan atas Regulasi UNTAET No. 9 Tahun 2001.  Menindaklanjuti Regulasi yang mengatur tentang Tentara Nasional RDTL ini, kemudian dikeluarkan Regulasi No. 12 Tahun 2001, tanggal 20 Juli 2001, tentang “Penetapan Kode Disiplin Militer Untuk Tentara Nasional Timor Lorosae”. Disamping itu, UNTAET juga mengeluarkan “Notification UNTAET on the Appointment of the Chief of The East Timor Defence Force” (Pemberitahuan UNTAET Dalam Rangka Penunjukan Panglima Angkatan Pertahanan Timor Leste) yang pada intinya menunjuk Jose Maria Vasconcelos yang lebih dikenal dengan sebutan Taur Matan Ruak, dengan pangkat Brigader Jenderal, sebagai Panglima Angkatan  Pertahanan.   

Kemudian diselenggarakan pula kegiatan-kegiatan menyangkut masalah pertahanan, seperti “Conference of Interested Parties on the Establishment of the East Timor Defence Force”,  di Dili,  oleh East Timor Transitional Administration (ETTA) pada tangal 20-21 Nopember 2000. Dalam Konferensi tersebut telah dihasilkan “Rencana Pembangunan Angkatan Pertahanan Timor Leste” (East Timor Defence Force Development Plan). Dalam rencana tersebut antara lain disebutkan tentang hasil studi dari The Centre for Defence Studies at King’s College London yang mengidentifikasi adanya beberapa isu penting di bidang pertahanan keamanan seperti: inter-alia, the necessity of  accountability of the defence force to civilian oversight and for stringent budgetary. Disamping itu juga ada masalah: pembentukan Regulasi Pertahanan Timor Leste, yang disingkat ETDF (East Timor Defence Force) dan pengangkatan Panglima Angkatan Pertahanan, Strategi Militer, Kapabilitas dan Struktur Angkatan, Logistik, serta Anggaran Pembiayaan (lihat: “Force Development Plan For The East Timor Defence Force 2001-2002”, United Nations Transitional Administration in East Timor, 2 April 2002).

Sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara RDTL, maka F-FDTL telah melaksanakan perannya sebagai penanggungjawab atas pertahanan nasional. Hanya saja, dan hal ini merupakan suatu kewajaran dalam suatu negara yang baru, fungsi dan peranan tersebut belum terkelola secara maksimal,  sesuai dengan harapan seluruh masyarakat RDTL, yaitu terwujudnya sebuah institusi dan personil militer yang profesional.  Refleksi belum profesionalnya F-FDTL didalam mengimplementasikan fungsi dan perannya ini dapat dilihat dari berbagai polemik kasus menyangkut bidang pertahanan, yang antara lain dipaparkan dalam uraian identifikasi masalah dibawah. Selain itu, Alfredo de Araujo, seorang Pengajar di IKIP Kristal Filial Lospalos juga mengemukakan, bahwa ada beberapa problematik militer dalam konteks profesionalitas F-FDTL, yaitu menyangkut:  sistem pendidikan, pembinaan dan disiplin; ketidakpuasan sejumlah anggota militer soal promosi jabatan dan kenaikan pangkat; serta berkembangnya istilah “firaku-kaladi” dalam tubuh F-FDTL (lihat: STL, 10 Febreiro 2004, Hal. 5).    Kemudian masih adanya perdebatan tentang penggunaan istilah FALINTIL-FDTL sebagai institusi pertahanan RDTL juga memberikan warna tersendiri dalam pengembangan profesionalitas F-FDTL.

B.ISTILAH DAN HISTORISASI F-FDTL MENUJU MILITER PROFESIONAL

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa institusi pertahanan negara RDTL disebut dengan FALINTIL-FDTL (yang kemudian lebih dikenal dengan singkatan F-FDTL) dan dipimpin oleh seorang Panglima (Panglima F-FDTL sekarang adalah  Brigjen Jose Maria Vasconcelos yang juga dikenal dengan sebutan Taur Matan Ruak).  Penyebutan istilah FALINTIL-FDTL tersebut secara jelas dapat kita temukan dalam ketiga ayat ketentuan pasal 146 Konstitusi RDTL. Istilah F-FDTL ini juga dipakai dalam dokumen tidak resmi dari Struktur Organisasi F-FDTL. 

Sedangkan pada masa Pemerintahan Transisi PBB (UNTAET), istilah yang digunakan untuk institusi pertahanan adalah East Timor Defence Force (Pasukan Pertahanan Timor Timur) atau dalam terjemahan Regulasi No.1 Tahun 2001 disebut dengan istilah Tentara Nasional Timor Lorosae.  Dengan penggunaan istilah-istilah tersebut, terlihat tidak adanya konsistensi penggunaan istilah. Atau paling tidak belum ada penggunaan istilah yang berkelanjutan (sustainable) untuk lembaga pertahanan. Malahan ada pula yang masih memperdebatkan tentang penggunaan istilah FALINTIL-FDTL yang katanya kurang sepadan bila kedua kata (istilah) tersebut, yaitu FALINTIL dan FDTL disatupadukan. Perdebatan dikotomis antara FALINTIL dan FDTL ini dapat kita lihat dalam tulisan seorang pemerhati masalah militer yaitu Julio Tomas Pinto yang berjudul “Antara FALINTIL Atau FDTL (Suatu Telaah Profesionalisme Militer)” dalam Jurnal GEVATIL (Tahun III, NO.01, April-Juni 2002, Hal 19-20), yang kutipan materinya seperti dipaparkan dibawah ini. 

Dalam tulisan itu diuraikan, bahwa untuk menjelaskan eksistensi FALINTIL dan FDTL lewat sebuah pendekatan tolok ukur teori profesionalisme militer maka dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis dan teoritis.  Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat dijelaskan bahwa penggunaan istilah FALINTIL dan FDTL dalam satu kalimat seperti yang tercantum dalam Konstitusi RDTL, tampaknya lebih disebabkan oleh perdebatan panjang dan perbedaan pandangan tentang nama angkatan bersenjata Timor Lorosae. Menurut Julio Tomas Pinto, jika diamati dari substansi FALINTIL (Forca Armada da Libertacao Nacional de Timor Leste) dan Forca da Defesa de Timor Lorosae, sesungguhnya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi makna yang terkandung dalam nama dan juga dikotomis dalam historis. FALINTIL dan FDTL  tidak bisa disatukan dengan mempertahankan kedua nama karena dua alasan yakni alasan substantif dan historis. 

Faktor substantif adalah ketika mencoba memperhatikan kata libertacao yang melekat pada kata FALINTIL. Libertacao (pembebasan) lahir dari sebuah pendudukan dan invasi yang lebih militeristik dengan tingkat pelanggaran yang tinggi. Lahirnya tentara pembebasan seperti FALINTIL dengan tujuan pokok adalah untuk membebaskan wilayah Timor Lorosae dari sebuah pendudukan ilegal Indonesia. Kelahiran FALINTIL pada tahun 1975 diawali dari terintegrasinya dua kekuatan besar yang memiliki kesamaan kepentingan yakni Tropas dan Fretilin (sebuah partai politik yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Timor Lorosae). Bahkan secara kuantitatif jumlah para simpatisan Fretilin mendominasi. Kedua kekuatan ini bersatu dalam satu wadah yang awalnya dinamakan “forcas armadas” yang kemudian melahirkan FALINTIL. 

Kini Timor Lorosae telah bebas dari penindasan “kolonialis”. Kemerdekaan Timor Lorosae diperoleh ketika isu internasionalisasi seperti demokratisasi dan HAM menjadi perhatian komunitas global. Isu internasionalisasi tidak terlepas juga dari meningkatnya profesionalisme militer. Jadi era lahirnya tentara baru yang berdasarkan tuntutan jaman adalah FDTL. Lembaga ini secara substantif memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa dimasa-masa yang akan datang, Timor Lorosae membutuhkan sebuah institusi militer yang profesional dan bertujuan mempertahankan (defesa) keutuhan dan integritas wilayah bangsa Timor Lorosae. Sebagai kelanjutan pasca pembebasan (libertacao) adalah pertahanan (defesa) dengan demikian FDTL merupakan institusi militer dan embrio lahirnya profesionalisme militer. Relefansi FALINTIL nampaknya mengalami kemunduran karena ia secara teoritis bertentangan dengan profesionalisme militer, khususnya keterikatan historisnya dengan Fretilin. Namun persoalanannya adalah ketika secara terselubung lahir intervensi asing dalam demobilisasi FALINTIL.

Apabila dianalisis, ada beberapa factor yang melatarbelakangi pembubaran FALINTIL, yakni: pertama, intervensi pihak asing. Tampaknya terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki transformasi FALINTIL menjadi tentara nasional Timor Lorosae. Hal ini disebabkan adanya kecurigaan keterlibatan FALINTIL dalam politik masa lalu yang merugikan kepentingan Negara tertentu. Kedua, kurang terkoordinirnya keanggotaan FALINTIL. Kepemimpinan FALINTIL pada awal-awal kantonisasi diwarnai dengan gesekan kepentingan berdasarkan idiologis dan ambisi pribadi kelompok-kelompok kepentingan dalam FALINTIL. Ketiga, hubungan FALINTIL dengan Fretilin dalam pergolakan politik pada tahun 1975. FALINTIL dan Fretilin sebagaimana disinggung diatas memiliki keterikatan historis yang menjadi faktor penghambat teori profesionalisme militer modern. Namun jika sedikit positif thinking demobilisasi FALINTIL bertujuan membangun profesionalisme militer.

Menyangkut militer yang professional, dengan mengacu pada Samuel Huntington, Burhan Magenda mengatakan bahwa ciri-ciri militer professional adalah: pertama, berkaitan dengan keahlian, sehingga profesi di bidang kemiliteran semakin spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Keahlian dan keterampilan itu berkaitan dengan kontrol terhadap organisasi manusia yang bertugas utamanya menggunakan kekerasan (managers of violence); Kedua, berkaitan dengan tanggungjawab sosial yang khusus. Disamping memiliki nilai-nilai moral tinggi yang harus berpisah sama sekali dari insentif ekonomi, sehinga seorang perwira mliter juga mempunyai tanggungjawab kepada negara; Ketiga, adanya karakter korporasi (corporate character) para perwira yang melahirkan rasa esprit de corps yang kuat. Dapat bekerjasama dengan kelompok lain demi kepentingan negara. Ketiga factor tersebut kemudian  dikembangkan menjadi terfokus pada fungsi militer sebagai pertahanan keamanan negara. Sehingga jelas bahwa militer yang terlepas dari politik.

Lebih lanjut Amos menyebutkan, bahwa ada dua atribut variable kualitatif yang penting dari profesionalisme militer yaitu pengawasan dan kecakapan (control and skills). Pertama, kontrol, bahwa militer dikontrol pada dua tingkat organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, militer dikontrol oleh satu kelompok rekan-rekan yang mengawasi keserasian internal korps perwira sebagai suatu kelompok profesi. Kelompok ini memperhatikan standar-standar yang dibuat sendiri atas tingkah laku perorangan dan pelaksanaan profesionalisme. Sedangkan kontrol eksternal dan disiplin berupa jenjang kewenangan. Dalam hal ini dapat diteliti lewat ketelitian perwira tersebut mengikuti petunjuk-petunjuk dari atas. Dalam hal ini implementasi tugas dan perintah harus menjadi sesuatu yang sangat penting diperhatikan perwira. Sehingga status profesionalisme dan kenaikan pangkat dapat disesuaikan dengan tingkah laku perwira tersebut.   Kemudian yang kedua, adalah keahlian (skills). Menurut Amos, secara historis, atribut paling penting dari prajurit professional adalah keberanian dan disiplin. Keberanian dan disiplin inilah yang mengatur mereka menjadi tentara yang tangguh dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 

Di lain pihak, Eric A.Nordlinger dalam “Militer dan Politik” (1994) mengemukakan bahwa perwira professional mementingkan otonomi mereka. Pihak sipil tidak seharusnya mencampuri urusan militer. Sebagai satu badan profesi, perwira menekankan eksistensi mereka dalam menentukan masalah tertentu seperti strategi militer, syarat penerimaan masuk dalam akademi militer dan korps militer, materi kurikulum latihan, dan criteria promosi. Dalam pemahaman tentang otonomisasi militer itu berarti pihak sipil tidak mencampuri urusan militer. Pihak sipil juga tidak mempengaruhi perwira militer dalam melaksanakan tanggungjawab kemiliteran mereka. Perwira juga sebagai kelompok professional karena kemahiran mereka. Pada umumnya mereka terlatih dan mahir dalam mengatur, mengarahkan dan menggerakkan sebuah organisasi yang aktivitas utamanya adalah mempersiapkan pelaksanaan kekerasan dan keganasan. Kemampuan perwira harus sangat luas agar dapat menganalisa perkembangan situasi, dapat menganalisis secara tepat. Dengan demikian maka militer harus memerlukan pengetahuan yang luas dalam bidang kebudayaan maupun dalam bentuk disiplin sosial sehingga dapat mengatasi masalah dan mengambil keputusan dalam kemiliteran.

Rendahnya profesionalisme perwira militer akan berimplikasi pada terjadinya intervensi militer terhadap bidang politik, ekonomi, dan sosial. Samuel Finer dalam Aidit Alwi dalam “Elite dan Modernisasi” (1989) mengatakan, kecenderungan terjadinya intervensi militer mungkin menurun dengan meningkatnya mobilisasi sosial. Yang dimaksud dengan mobilisasi sosial adalah pembangunan seperti urbanisasi, meningkatkan pendidikan dan komunikasi masal, pembangunan ekonomi keuangan dan partisipasi masa semakin berkembang yang dilakukan dalam bentuk asosiasi dan aktivitas sosial politik. Artinya bahwa semakin tingginya kesadaran dan peningkatan pembangunan urbanisasi, munculnya lembaga-lembaga sosial dan politik, akan mengurangi intervensi tentara dalam bidang-bidang lain.

Bagi negara-negara berkembang yang baru memulai konsolidasi menuju demokrasi, jelas masih meraba-raba dimana akan meletakan secara professional posisi militer tersebut. Sehingga banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati serta memerlukan waktu yang maksimal (lihat: Julio Tomas Pinto, “Antara FALINTIL atau FDTL, Suatu Telaah Profesionalisme Militer” dalam Jurnal GEVATIL, Tahun III, No.01, April-Juni 2002, Hal.20). Konsolidasi menuju militer professional ini akan berhasil jika semua kekuatan menyadari dan sepakat dengan pendapat Huntington, bahwa reformasi menuju sebuah hal yang ideal akan sukses jika reformasi itu gradual. Apalagi hal tersebut dilakukan secara sistematik, konsisten, dan sustainable, maka profesionalisme militer, termasuk F-FDTL, akan dapat terwujud secara maksimal.    

II. METODOLOGI

Mengacu kepada masalah-masalah aktual (prilaku bermasalah baik Pemegang Peran maupun Lembaga Pelaksana) pelaksanaan fungsi dan peranan F-FDTL dalam Pertahanan Nasional RDTL yang digali, selanjutnya diadakan penganalisaan dengan menggunakan metode pendekatan ROCCIPI, yaitu suatu model pendekatan yang memprioritaskan pada tujuh aspek penilaian. Ketujuh aspek penilaian tersebut adalah:
1. Peraturan
2. Kesempatan 
3. Kemampuan 
4. Komunikasi 
5. Kepentingan 
6. Proses
7. Ideologi
Selanjutnya, ketujuh aspek penilaian tersebut diarahkan kepada prilaku-prilaku bermasalah dari pihak-pihak yang dikenai peraturan atau Pemegang Peran  serta para pihak yang melaksanakan atau melakukan penegakan peraturan yang juga disebut dengan Lembaga Pelaksana. Prosedur selanjutnya dari model penilaian ROCCIPI adalah melakukan hipotesa penyebab prilaku, yang kemudian dianalisa sehingga menghasilkan alternative-alternatif penyelesaian (solusi). Berdasarkan atas solusi itulah kemudian dirumuskan suatu konsep Rekomendasi terhadap rumusan-rumusan penataan fungsi dan peranan F-FDTL sehingga dapat diwujudkan model peraturan yang dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas F-FDTL 

III. IDENTIFIKASI  MASALAH SOSIAL : 

Dari topik bahasan yang dikaji, yaitu menyangkut fungsi dan peranan F-FDTL dalam Pertahanan Nasional RDTL, maka dapat diidentifikasi masalah sosialnya, yakni: “F – FDTL  belum melaksanakan fungsi dan peranannya secara profesional”.

Identifikasi terhadap masalah sosial tersebut dikemukakan berdasarkan atas dukungan beberapa kasus aktual yang terjadi, yang melibatkan personil F-FDTL seperti yang terjadi di Atsabe (dikenal dengan Kasus Atsabe) serta kejadian terakhir di Lospalos (selanjutnya disebut Kasus Lospalos). Kronologis kejadian kedua kasus tersebut adalah seperti yang diuraikan berikut. 

A. Kasus  Atsabe.

Kasus ini diawali dengan penyerangan milisi di kecamatan Hatolia yang membunuh dan melukai beberapa penduduk. Masyarakat  meminta polisi dan PBB melalui UNPKF untuk memberikan perlindungan  kepada penduduk, namun pengiriman  misi tersebut terlambat sehingga pada tanggal 6 Januari 2003, pemerintah RDTL menentukan kebijakan dalam mengambil inisiatif untuk  mengirim pasukan F–FDTL ke Hatolia. Pengiriman tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan UNMISET, namun tidak ada  landasan hukumnya, dalam arti tidak ada aturan yang mengatur bahwa prosedur pengiriman pasukan F–FDTL seperti yang dilakukan ke Hotolia harus dengan persetujuan UNMISET.

Tanggal 8 Januari 2003, F–FDTL dikirim ke Atsabe dan melakukan operasi di Kecamatan tersebut. Keesokan harinya, tanggal 9 Januari 2003, pukul 05.00 pagi,  opearasi dilakukan dengan diawali di Desa Leimia Kraik  yang sangat terpencil dan mayoritas penduduknya adalah anggota Kolimau 2000. Pada saat F–FDTL beroperasi, penduduk masih tidur dan dikagetkan oleh aksi pasukan F – FDTL yang memaksa penduduk keluar dari rumah.

Penduduk tidak tahu dan tidak diberitahu  tentang operasi tersebut. Isu yang tersebar dimasyarakat bahwa milisi telah masuk ke Desa mereka sehingga sebagian penduduk mengambil parang dan senjata tajam lainnya untuk melawan.

Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, F–FDTL telah menguasai Desa tersebut dan meminta masyarakat untuk  menghadap komandan F–FDTL  yang sedang menunju ke desa mereka untuk bertemu. Penduduk tersebut tidak diberitahu maksud dan tujuan tersebut, namun mereka dipaksa untuk menemui komandan mereka. Sesampainya di depan komandan F–FDTL, sebagian penduduk termasuk kepala Desa diinterogasi oleh pasukan F–FDTL  dan langsung membawa 50 orang  penduduk ke kantor polisi Atsabe. Setelah  ditahan satu malam di kantor Polisi,  kemudian  PNTL membebaskan sebagian penduduk yang ditahan tersebut. Sedangkan 30 orang lain dikirim ke Dili untuk disidangkan dengan tuduhan dicurigai melakukan pemerasan terhadap penduduk dan tidak mengakui keberadaan pemerintah RDTL. Disamping itu, mereka juga dituduh berada dibelakang milisi dalam melakukan penyerangan terhadap Desa tetangga Leimia Kraik.

Penahanan terhadap 30 orang penduduk oleh PNTL tersebut  tidak disertai dengan pemberitahuan kepada mereka tentang pelanggaran apa yang mereka lakukan dan tidak diberitahukan dimana hak–hak mereka. Penangkapan dan penahanan tersebut sudah melebihi batas waktu 72 jam seperti yang diatur dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku dan apabila dihitung mulai hari penangkapan atau penahanan sampai tiba di Dili, maka lama waktu penahanan sudah mencapai satu minggu. Sampai waktu yang sekian lama tersebut, terhadap kasus mereka juga belum dilakukan hearing.

Peraturan UNTAET  yang menyangkut kejahatan (Undang–Undang Kriminal), hanya memberikan wewenang kepada PNTL untuk melakukan penahanan, sedangkan F–FDTL tidak  diberikan mandat untuk menangkap dan menahan apalagi menginterogasi seseorang warga masyarakat.

B. Kasus Lospalos

Kronologis kasus ini berawal pada tanggal 23 Januari 2004, yaitu pada saat  berlansungnya  pertandingan Sepak Bola Don Bosco Cup di Kabupaten Lospalos (lihat: Timor Post, edisi tanggal 26 Januari 2004 dan Vox Populi No.1, Januari 2004, “Kasus F-FDTL di Lospalos, Melukai Hati Warga Sipil”). Ketika itu, terjadi aksi provokasi tidak senang terhadap F-FDTL yang dilakukan oleh Juvinal da Costa beserta kelompoknya. Juvinal da Costa adalah lelaki kelahiran Lospalos, yang pada masa perlawanan masuk kelompok klandestin. Kemudian dia lari ke Portugal dan masuk menjadi tentara Portugal. Tahun 2000, dia ikut dalam pasukan Portugal yang bertugas sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UN-PKF) di Timor Leste. Setelah habis masa tugasnya di Timor Leste, ia kembali ke Portugal. Pada tahun 2002, dia kembali mendapat kesempatan bertugas di Timor Leste lewat misi UN-PKF.  Setelah enam bulan, dia kembali ke Portugal dan kemudian keluar dari ketentaraan. Setelah menjadi warga sipil, dia kembali lagi ke Timor Leste.

Aksi provokasi oleh Juvinal dan kelompoknya itu direspon oleh sejumlah  prajurit F-FDTL sehingga akhirnya terjadi perkelahian antara kelompok pemuda yang memihak kepada Juvinal dengan anggota F-FDTL pada tanggal 24 Januari 2004 siang. Perkelahian tersebut mengakibatkan satu orang prajurit dan dua orang dari kelompok pemuda luka-luka.    

Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan oleh F-FDTL sebagai tindakan penganiayaan terhadap anggota F-FDTL kepada pihak Polisi Lospalos. Polisi lantas mengamankan  dan menginterogasi Juvinal di kantor Polisi. Tetapi karena waktu itu situasinya agak panas, lantas Polisi membebaskan Juvinal dengan alasan setelah situasi aman baru diselesaikan secara hukum. 

Terhadap pelepasan Juvinal tersebut, Prajurit F-FDTL merasa tidak puas, karena terhadapnya tidak diberikan hukuman. Prajurit F-FDTL meminta pertanggungjawaban Polisi tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Polisi. Atas tanggapan Polisi yang demikian, kemudian prajurit F-FDTL mengungkapkan ketidakpuasannya dengan kembali ke markas dan memanggil teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Para prajurit yang berjumlah 20 orang tersebut, mengambil senjata laras panjang dan mendatangi kantor polisi Lospalos sambil melakukan tembakan sporadis ke udara.

Atas tindakan penembakan yang dilakukan oleh prajurit F-FDTL tersebut, mengakibatkan masyarakat disekitar tempat kejadian panik dan menimbulkan situasi tegang di Lospalos. Kejadian itu tidak hanya mengakibatkan kepanikan masyarakat, tetapi anggota Polisi yang ada di Kantor Polisi Lospalos juga kabur dari markasnya, menghindari anggota prajurit F-FDTL yang dalam keadaan emosi.

Aksi sekelompok prajurit F-FDTL tersebut mengundang emosi dari warga Lospalos. Kemudian masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk menentang sikap yang ditunjukkan oleh para prajurit F-FDTL. Aksi tersebut juga diwarnai dengan tindakan menahan satu unit kendaraan militer milik F-FDTL. Situasi emosional itu akhirnya berhasil diredakan oleh komandan Batalion II F-FDTL yaitu Letkol Aluk.  

Pada tanggal 26 Januari 2004, Pemerintah mengirim sebuah tim yang terdiri dari unsur polisi, F-FDTL, Kejaksaan Agung dan beberapa instansi lainnya, dengan misi untuk mengumpulkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Untuk mengambil tindakan lebih lanjut, maka pimpinan F-FDTL memindahkan para prajurit tersebut dari Lospalos ke maskar besar F-FDTL di Metinaro, Dili.

Sampai sekarang, kasus ini masih dalam tahap investigasi. Dalam perkembangan terakhir, Presiden RDTL yang menjabat sebagai Panglima Tertinggi F-FDTL juga akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini.  

IV. IDENTIFIKASI PEMEGANG PERAN DAN LEMBAGA PELAKSANA

A. Pemegang Peran:

Sesuai dengan bidang kajian yaitu menyangkut Pertahanan Nasional RDTL, maka pemegang peran atau role occupant (selanjutnya disingkat Pemegang Peranan) yang teridentifikasi adalah para personil Pertahanan di negara RDTL  yang disebut dengan “F- FDTL”.  F adalah singkatan FALINTIL yaitu kepanjangan dari “Forca Armada Libertacao Nacional de Timor Leste”. Sedangkan FDTL adalah singkatan dari “Forca da Defesa de Timor Leste”.

B. Lembaga  Pelaksana:

Sedangkan lembaga pelaksana atau implementing agency (selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana) yang dapat diidentifikasi dalam kajian terhadap masalah pertahanan nasional RDTL antara lain:
1. Presiden;
2. Sekretaris Pertahanan Negara; dan
3. Panglima  F – FDTL.

V. IDENTIFIKASI PRILAKU BERMASALAH DARI Pemegang Peranan dan Lembaga Pelaksana:

A. Prilaku Bermasalah dari Pemegang Peranan :

Dalam hubungannya dengan kajian terhadap fungsi dan peranan F-FDTL dalam masalah Pertahanan Nasional RDTL, dapat dikemukakan bahwa prilaku bermasalah dari Pemegang Peranan (pemegang peran) adalah:  
“F-FDTL melakukan tindakan di luar fungsi dan peranannya”. Hipotesa ini dikemukakan berdasarkan atas kajian awal terhadap beberapa kasus aktual serta paparan latar belakang  yang telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya. 

B. Prilaku bermasalah dari Lembaga Pelaksana:

Dari ketiga Lembaga Pelaksana (Lembaga Pelaksana) yang diidentifikasi di atas, dapat dikemukakan masing-masing prilaku bermasalahnya, yaitu:

1. Prilaku bermasalah dari Presiden:

“Presiden sebagai panglima tertinggi F-FDTL kurang mengfungsikan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap fungsi dan peranan F-FDTL”

2. Prilaku bermasalah dari Sekretaris Pertahanan Negara:

“Sekretaris Pertahanan Negara kurang menunjukkan kreatifitas terhadap tindakan-tindakan F-FDTL dalam melakukan fungsi dan peranannya”

3. Prilaku bermasalah dari Panglima F-FDTL:

“Panglima F-FDTL kurang menerapkan fungsi prosedural dan profesional pengelolaan F-FDTL” 

VI. ANALISA FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSI  TERHADAP 

      PRILAKU BERMASALAH Pemegang Peranan DAN Lembaga Pelaksana
A. Analisa Terhadap Pemegang Peranan ( F-FDTL)
	Pemegang Peranan (Pemegang Peranan):

F-FDTL (FALINTIL- Forca da Defesa de Timor Leste)

	Prilaku bermasalah:

“F-FDTL melakukan tindakan di luar fungsi dan tugasnya”

	KATEGORI
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	PERATURAN
	Walaupun tidak secara terperinci, Peranan dan Fungsi F-FDTL secara jelas sudah diatur dalam Konstitusi RDTL pasal 146 tentang Angkatan Pertahanan dimana  ayat (2) menen-tukan bahwa “FALINTIL-FDTL akan menjamin kemerdekaan nasional, kesatuan wilayah serta kebebasan dan keamanan penduduk terhadap setiap bentuk penyerangan atau ancaman dari luar, dengan tetap menghormati aturan UUD”

Rincian lebih lanjut tentang fungsi dan peranan F-FDTL dapat dilihat dalam  Regulasi UNTAET Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pendirian Tentara Nasional Timor Lorosae.

Bagian 2 point 2.2 :Menentukan bahwa tujuan Tentara Nasional termasuk yang berikut :

(a). Membela secara militer Negara

      Timor Lorosae, rakyat dan

       wilayahnya;  dan 

(b). Atas permintaan penguasa sipil,

       membantu masyarakat sipil

       apabila terjadinya bencana alam

       atau keadaan darurat lainnya.

Bagian 2 point 2.3 mengatur bahwa Tentara Nasional tidak dapat dimobili-sasi atau digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan da-lam negeri, masalah polisi atau perselisihan sosial, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Bagian 16.1 Regulasi ini. (tentang saat perang atau keadaan darurat).

Tetapi dalam kenyataannya dilapang-an ada tindakan-tindakan F-FDTL yang tidak sesuai dengan fungsi dan peranannya itu, seperti yang diuraikan dalam identifikasi masalah sosial (Kasus Atsabe dan Lospalos)
	Walaupun sudah ada Regulasi UNTAET Nomor 12 /2001 Tentang Kode Etik Tentara Nasional Timor Lorosae tetapi peraturan ini pada dasarnya hanya di tujukan untuk saat Transisi Pemerintahan UNTAET sehingga Regulasi ini perlu ditransfer dalam bentuk Undang-Undang na-sional disertai dengan perubahan maupun penambahan terutama dibidang sanksi ter-hadap anggota F-FDTL yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai itu. 



	KESEMPATAN
	Anggota F-FDTL memiliki kesempatan untuk bertindak diluar fungsi dan peranannya karena tidak disosialisa-sikannya peraturan yang ada dan lemahnya struktur pengawas F-FDTL. 


	Perlu sosialisasi aturan yang ada kepada anggo-ta F-FDTL dan kejelasan pengaturan pertanggung-jawaban komandan terha-dap sikap dan perbuatan bawahannya.

	KEMAMPUAN
	Kemampuan aparat F-FDTL belum maksimal dalam menginterpretasikan fungsi dan peranannya.
	Perlu diadakan pembina-an secara intensif terha-dap sikap, mental dan moral anggota F-FDTL

	PROSES
	Sistem pengambilam keputusan dalam proses kebijakan F-FDTL belum terkoordinir dengan baik dan belum terbentuknya Pengadilan Mahkamah Militer untuk menindak para anggota F-FDTL yang melakukan pelanggaran militer sehingga berakibatkan tidak transparannya komandan F-FDTL dalam mengambil tindakan.

Proses perekrutan, kenaikan pangkat/ promosi jabatan dan pemecatan tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur.
	Perlu secepatnya mem-bentuk Pengadilan mi-liter untuk memproses setiap pelanggaran yang terjadi dan per-lunya transparansi dalam proses perekrutan, promosi jabatan dan pemecatan yang sesuai dengan prosedur.

	KOMUNIKASI
	Menyimak kepada beberapa kasus actual, mencerminkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara komandan dan anggota F-FDTL dalam menegakan disiplin militer.
	Perlu komunikasi yang baik antara pemimpin/ komadnan dan anggota untuk penegakan disiplin militer.

	KEPENTINGAN
	F-FDTL belum memahami dengan baik kepentingan untuk menwujudkan pertahanan nasional dan Negara dalam keadaan darurat. 
	Perlu pembinaan secara intensif agar F-FDTL  me-nyadari dan memahami peranan dan fungsinya adalah untuk kepentingan perlindungan masyarakat dan pertahanan Negara Timor Leste dari bahaya/ancaman yang datangnya dari luar 

	IDEOLOGI
	Belum mengimplementasikan secara efektif dan efisien semboyan dalam hal mempertahankan “Patria ou Povo” yang artinya Mengabdi untuk Bangsa atau negara.
	F-FDTL perlu menerap-kan semboyannya dengan baik dalam mempertahankan Patria Ou Povo dengan tidak mencampuri atau terlibat dalam masa-lah dalam negeri RDTL yang tidak mengancam kedaulatan Negara.


B. Analisa Terhadap Lembaga Pelaksana-1: Presiden
	Pemegang Peranan 1(Lembaga Pelaksana-1):

Presiden

	Prilaku bermasalah :

“Presiden sebagai panglima tertinggi F-FDTL kurang memfungsikan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap fungsi dan peranan F-FDTL”

	KATEGORI
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	PERATURAN
	Presiden belum mempunyai dasar-dasar hukum yang jelas untuk menga-wasi ketentuan-ketentuan menurut pasal 85 huruf b, dan pasal 74 ayat (2) Konstitusi RDTL, serta belum ada UU yang mengatur tentang Dewan Tinggi Pertanahan dan Keamanan.
	Perlu adanya pengaturan lebih lanjut yang jelas ten-tang kewenangan Presi-den dalam mengawasi F-FDTL serta perlu  adanya UUyang mengatur Dewan Tinggi Pertanahan dan Keamanan sekaligus pembentukan lembaga-nya, sebagaimana tertu-ang dalam Konstitusi RDTL

	KESEMPATAN
	Dengan kedudukannya sebagai Presi-den tentunya aktivitas kesibukannya cukup tingi, sehingga tidak cukup kesempatan mencurahkan perhatian secara penuh dan langsung dalam mengimplementasikan fungsi penga-wasan terhadap fungsi dan peranan F-FDTL. Apalagi belum terbentuknya Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan yang bertindak sebagai penasehat Presiden.
	Perlu segera membentuk Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan sekaligus pengaturan fungsi dan tugasnya untuk memban-tu Presiden dalam menja-lankan fungsinya sebagai Panglima tertinggi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 148 Konstitusi RDTL.

	KEMAMPUAN
	Kemanpuan Presiden dalam menjalankan fungsinya menurut UUD RDTL sebagai Panglima Tertinggi belum berjalan secara efektif .
	Perlu adanya suatu De-wan penasehat menyang-kut masalah Pertahanan dan Keamanan untuk memberi dukungan dan nasehat kepada Presiden dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada, sekaligus dengan standar kualitas yang memadai.

	PROSES
	Dalam Pengambilan Keputusan terhadap persoalan-persoalan yang timbul dalam institusi F-FDTL belum berjalan secara efektif karena secara prosedural belum ada rincian yang jelas menyangkut tugas dan kewenangannya.
	Perlu aturan yang jelas tentang proses dan sistem pengambilan kepu-tusan dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Presiden dalam hubungan-nya dengan bidang yang menyangkut F-FDTL 

	KOMUNIKASI
	Komunikasi antara Presiden sebagai Panglima Tertinggi dengan lembaga-lembaga terkait dengan F-FDTL belum terbina dan terlaksana dengan maksimal
	Pengadaan sistem komu-nikasi antara pimpinan dengan aparat bawahan terutama para Komandan F-FDTL perlu dibenahi sehingga hubungan koor-dinasi maupun komando dapat terimplementasi secara jelas.

	KEPENTINGAN
	Adanya kelompok-kelompok yang menganggap bahwa Presiden sebagai Panglima tertinggi F-FDTL maka hanya Komando dan perintah Presiden yang dituruti, tanpa perlu tunduk pada perintah komandan lainnya.
	Perlu pemahaman bagi seluruh rakyat RDTL, bahwa Presiden yang ju-ga sebagai panglima ter-tinggi bertanggungjawab terhadap seluruh kom-ponen pertahanan negara, bukan untuk kepen-tingan suatu kelompok.

	IDEOLOGI
	Sebagai Panglima Tertinggi berarti  Presiden harus diikuti perintah dan komandonya tanpa perlu koordinasi dengan pihak /lembaga yang lain.
	Presiden harus menjalankan fungsinya secara bertangungjawab, termasuk koordinasi dan pertanggungjawaban kepada Parlemen Nasional RDTL.


C. Analisa Terhadap Lembaga Pelaksana-2 : Sekretaris  Pertahanan Negara
	Pemegang Peranan 2 (Lembaga Pelaksana-2):

Sekretaris  Pertahanan Negara

	Prilaku bermasalah :

“Sekretaris Pertahanan Negara kurang menunjukan kreatifitas terhadap tindakan-tindakan F-FDTL dalam melakukan fungsi dan peranannya”

	KATEGORI
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	PERATURAN
	Berdasarkan system pemerintahan parlementer yang dianut oleh RDTL maka bidang administrasi Pertahanan Negara menjadi salah satu wewenang dari Sekretaris  Pertahanan Negara yang berada dibawa Perdana Menteri. Dalam Kostitusi RDTL pasal 104 ayat 3 disebutkan bahwa: “wewenang kementerian dan secretariat Negara akan ditetapkan dengan UU Pemerintah”. Tetapi kenyataannya, peraturan pelaksana tersebut sampai saat ini belum dibentuk sehingga menjadi kendala bagi Sekretaris Pertahanan Negara untuk melakukan tindakan-tindakan terkait dengan penyeleng-garaan fungsi dan peranan F-FDTL.
	Perlu segera dibuat peraturan pemerintah yang jelas, tegas dan terstruktur tentang wewenang sekretaris pertahanan Negara dalam bidang administrasi F-FDTL.

	KESEMPATAN
	Sekretaris pertahanan Negara yang bertanggungjawab terhadap administrasi F-FDTL belum mendapatkan kesempatan yang optimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
	Perlu pengaturan yang jelas tentang batas-batas wewenang bagi Sekretariat dan Sekretaris Pertahanan Negara khusus-nya dalam pengelolaan manajemen F-FDTL sehingga benar-benar terstruktur dalam suatu sistem pertahanan negara.

	KEMAMPUAN
	Dengan keterbatasan wewenang, sarana-prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Pertahanan Negara, berdampak pula terhadap kemampuan dalam mengelola bidang administrasi F-FDTL 
	Perlu ada prioritas terhadap pembinaan sum-ber daya manusia, kejelasan aturan tentang wewenang serta memenuhi kebutuhan sarana-prasarana bagi Sekretariat F-FDTL sehingga dapat mendukung secara mak-simal Sekretaris Perta-hanan Negara dalam meningkatkan kualitas manajemen dan kemampuan aparat F-FDTL. 

	PROSES
	Birokrasi dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan F-FDTL masih tergantung pada dewan Menteri
	Perlu ada pendele-gasian yang jelas dan tegas terhadap wewenang pengelolaan administrasi F-FDTL kepada Sekretaris Pertahanan Negara

	KOMUNIKASI
	Komunikasi antara Sekretaris Pertahanan Negara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang Pertahanan Negara, belum terinterigasi dengan baik
	Integrasi komunikasi antar Sekretaris Perta-hanan Negara dengan semua lembagadan elemen Pertahanan Negara, perlu dimaksimalkan dan dilegitimasi dalam bentuk aturan yang jelas.

	KEPENTINGAN
	Belum mengedepankan kepentingan, pelayanan dan pengayonan kepada masyarakat secara menyeluruh.  
	Sebagai pejabat yang menangani bagian admini-strasi F-FDTL yang bertujuan untuk menjaga terciptanya keamanan, keutuhan dan mempertahankan Negara dari serangan luar maka harus ada komitmen terhadap kepentingan nasional bukan beorentasi pada kepentingan kelompok. 

	IDEOLOGI
	Sekretaris Pertahanan Negara adalah pengelola administrasi F-FDTL sehingga semua hal yang menyangkut administrasi F-FDTL harus diputuskan sendiri oleh beliau.
	Perlu penerapan konsep yang bijak bidang administrasi F-FDTL perlu skill tersendiri, shg kebijakan administrasi F-FDTL harus melibatkan figure yang profesional dan kualitas dibidang admnstr dgn serta mengedepankan sistem koordinasi dlm pengelolaan F-FDTL.


D. Analisa terhadap Lembaga Pelaksana-3 (Panglima F-FDTL) 
	Pemegang Peranan 3 (Lembaga Pelaksana-3) :

Panglima F-FDTL

	Prilaku bermasalah :

“Panglima F-FDTL kurang menerapkan fungsi prosedural dan profesionalitas dalam pengelolaan F-FDTL”

	KATEGORI
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	PERATURAN
	Walaupun sudah ada aturan yang jelas tentang wewenang dan prosedur bagi Panglima F-FDTL dalam pengelolaan F-FDTL,  tetapi sarana-prasarana pendukung untuk mengambil kebijakan secara prosedural dan profesional belum mendukung secara maksimal. Misalnya belum terbentuknya Pengadilan Militer seperti yang diamanatkan dalam Pasal 130 Konstitusi RDTL, yang berbunyi bahwa Pengadilan Militer berwenang dan bertanggungjawab untuk mengadili di tingkat pertama, kejahatan-kejahatan yang bersifat militer. Kemudian kewenangan Panglima F-FDTL terlihat pula dalam ketentuan seperti yang diatur dalam Regulasi UNTAET No.1 Tahun 2001 tentang Pendirian Tentara Nasional Timor Lorosae, yang secara jelas menyebutkan bahwa:

Bagian 4 point 4.3:

“Panglima Tentara Nasional menguasai Tentara Nasional”

Bagian 6 point 6.1:

“Anggota Tentara Nasional tunduk pada undang-undang pidana yang berlaku di Timor Lorosae serta Kitab Disiplin Militer yang selanjutnya akan ditentukan oleh Regulasi-Regulasi UNTAET”.

Bagian 6 point 6.3:

“Walaupun seorang anggota Tentara Nasional bertindak atas perintah dari perwira tinggi, dia tidak terlepas dari tanggung jawab pidana”.

Bagian 19 point 19.3:

“Panglima Tentara Nasional adalah yang membuat bijaksana penguasaan dan mengeluarkan instruksi administrasi untuk menjamin:

a. bahwa persenjataan dan peralatan hanya dapat digunakan untuk tujuan militer yang sesuai dengan tujuan tersebut;

b. bahwa senjata dan peralatan dipelihara secara baik supaya mengahalangi terjadinya pencurian, pemborosan atau perusakan;

c. bahwa senjata api, amunisi dan peledak yang dipunyai Tentara Nasional atau anggota Tentara Nasional pada setiap saat harus dipertanggung jawabkan dan digunakan secara aman. 

Demikian juga dalam “Notification on Appoinment of the Chief of the East Timor Defence Force” (Pemberitahuan dalam rangka Penunjukan Kepala Angkatan Pertahanan Timor Leste) – dalam hal ini ditunjuk Jose Maria Vasconcelos yang juga dikenal sebagai Taur Matan Ruak, pada angka 3 disebutkan bahwa Kepala Pertahanan (dalam struktur Pemerintahan RDTL disebut Panglima F-FDTL) diberi kekuasaan untuk mengeluarkan perintah-perintah administratif mengenai hal-hal sebagaimana tertera dalam sub-bagian (a) sampai (h)  dari Bagian 20.2 Regulasi UNTAET No.1 Tahun 2001. Selanjutnya Bagian 20.2 dari Regulasi UNTAET 2001/1 tersebut menunjuk pada hal-hal:

(a) operasi, penyelenggaraan, 

 pelatihan, disiplin, kemampuan, dan urusan atas Tentara Nasional;

(b) kesejahteraan anggota-anggota Tentara Nasional dan keluarga rumah tangganya;

(c) pendaftaran, pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian anggota-anggota Tentara Nasional;

(d) peraturan pertempuran dan peraturan penggunaan senjata api;

(e) pendapatan, penggunaan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban atas persenjataan dan peralatan;

(f) menjaga keamanan umum dalam atau pada saat menjalankan pelatihan, operasi atau pelaksanaan militer;

(g) pemeriksaan mayat dan penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan mayat anggota-anggota Tentara Nasional yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas; dan

(h) hak cuti bagi anggota-anggota Tentara Nasional


	*Perlu penataan aturan tentang wewenang dan pertangungjawaban Panglima F-FDTL

*Juga perlu diadakan penataan aturan di bidang:

1. Sistem Komando Tentara;

2. Sistem Pengawasan;

3. Sistem Komunikasi;

4. Sistem Informasi;

5. Sistem Pelatihan; 

6. Pengadaan Logistik;

7. Personalia; dan

8. Pembiayaan bagi pengembangan F-FDTL yang profesional

*Perlu prioritas dalam merealisasikan  sarana-prasarana yang terkait dengan pengelolaan F-FDTL,  seperti Pengadilan Militer termasuk pengadaan Oditur Militer beserta peraturan-peraturan tentang sistem beracara di Pengadilan Militer.

*Tahapan dan tingkatan pengadilan bagi  sengketa yang melibatkan anggota F-FDTL juga perlu ditentukan secara jelas, sehingga para pihak yang terlibat dalam sengketa mendapatkan rasa keadilan 



	KESEMPATAN
	Panglima mempunyai kesempatan untuk melakukan kebijakan-kebijakan internal  dalam menangani  masalah yang timbul dari pelaksanaan fungsi dan peranan F-FDTL, karena sarana eksternal belum dapat mendukung secara maksimal. 
	Sarana-sarana eksternal dalam mendukung pengelolaan F-FDTL perlu diprioritaskan penataannya disamping me-ngembangkan dan meningkatkan profesionalitas prosedur dan wewenang Pang-lima F-FDTL dalam pengelolaan F-FDTL. 

	KEMAMPUAN
	Panglima F-FDTL telah dapat menunjukkan kemampuan dari segi wibawa dan penguasaan masa,  tetapi kemampuan manajerial masih perlu ditingkatkan.
	Perlu diatur tentang standar kualitas Panglima F-FDTL, disamping meningkatkan  kapasitas dan kualitas para Komandan F-FDTL yang membantu Panglima F-FDTL, baik dari segi rekrutmen, standardisasi kepangkatan, pendidikan, moral serta pengalaman

	PROSES
	Prosedur pengambilan kebijakan masih dominan pada Panglima F-FDTL, sehingga kesan subyektifitas terasa dalam kebijakan yang dilakukan oleh Panglima F-FDTL di dalam mengelola F-FDTL.
	Perlu dikembangkan  prosedur pengambilan kepu-tusan yang tersistem serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak dan lembaga-lembaga terkait berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.  

	KOMUNIKASI
	Komunikasi antar lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan F-FDTL maupun antara pimpinan dengan anggota F-FDTL belum tertata dan terintegrasi dengan baik. 
	Perlu penataan secara kontinyu dan terintegrasi terhadap komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan F-FDTL maupun dengan para komandan dan anggota F-FDTL. 

	KEPENTINGAN
	Adanya faksi-faksi dengan berbagai kepentingan dalam tubuh F-FDTL, menjadi kendala yang berpengaruh terhadap Panglima F-FDTL dalam mengedepankan kepentingan   seluruh rakyat  RDTL. Hal ini dapat dilihat berkembangnya kasus pemecatan sejumlah anggota F-FDTL yang akhirnya mereka menuduh Pimpinan F-FDTL pilih kasih, hanya memecat Prajurit “Kaladi” (Simak: “Awalnya Diejek Telur Ayam” dalam Vox Populi, Edisi No.1/Tahun I/Januari/2004, Kamis, 29 Januari 2004, Hal.3-9). 
	*Perlu pemahaman yang utuh dan menyeluruh bahwa F-FDTL di bawah pim-pinan Panglima F-FDTL adalah milik  dan untuk seluruh rakyat RDTL, bu-kan memperjuangkan ke-pentingan faksi/golongan, tetapi untuk keamanan seluruh rakyat dan seluruh wilayah RDTL.

*Untuk menjaga keutuhan dan persatuan F-FDTL, maka perlu juga dipikirkan konsistensi penyebutan dan penggunaan nama F-FDTL yaitu apakah konsisten menggunakan nama F-FDTL ataukah akan menggunakan nama lain.   

	IDEOLOGI
	Masih adanya isu-isu “Lorosae-Loromonu”, “Firaku-Kaladi”, dan “Makasae-Nau’eti” (lihat: “Isu Firaku-Kaladi Melanda F-FDTL” dalam Vox Populi, Edisi No.1/ Tahun I/Januari 2004, Kamis, 29 Januari 2004) sangat tidak menguntungkan untuk meningkatkan profesionalitas dan persatuan F-FDTL dalam menjalankan fungsi dan peranannya mengawal kedaulatan RDTL secara nasional.  
	Seluruh komponen F-FDTL harus menyadari dan memahami fungsi dan peranannya sebagai Tentara Nasional yang mengutamakan tugas sebagai penjaga keutuhan wilayah RDTL, tidak berpihak  dan tidak melibatkan diri pada urusan politik. Untuk itu maka perlu dibuat peraturan yang jelas dan tegas dalam rekrutmen F-FDTL maupun pada latihan-latihan lanjutan untuk penguasaan dan pemahaman terhadap visi dan misi F-FDTL sebagai Tentara Rakyat bagi seluruh rakyat RDTL.




VII. ANALISA AKIBAT DAN MANFAAT TERHADAP PENATAAN FUNGSI 

       DAN PERANAN F-FDTL:

	A. Analisa Akibat Terhadap Penataan Fungsi dan Peranan F-FDTL

	Aspek Ekonomi
	Aspek Sosial

	Untuk menunjang dan meningkatkan  profesionalisme F-FDTL maka dukungan semua komponen bangsa dan negara RDTL sangat di perlukan. Terutama bagi Pemerintah RDTL,   mempunyai kewajiban untuk menyediakan anggaran untuk keperluan  F-FDTL guna memenuhi keperluan pengembangan dan penataan Institusi F-FDTL yaitu antara lain :

· Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan F-FDTL yang profesional baik dari segi personal, taktik dan strategi militer, maupun manajemen pertahanan; 

· Penyediaan biaya untuk penataan aturan tentang Pengelolaan Institusi F-FDTL secara menyeluruh;

· Penyediaan dana untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan personil maupun pimpinan F-FDTL, baik melalui kursus, pendidikan dan latihan, maupun menimba pengalaman melalui kerjasama latihan dengan militer negara lain; 

· Penyediaan biaya untuk membentuk institusi yang terkait dengan pengelolaan F-FDTL, seperti pembentukan  Pengadilan Militer dan Oditur Militer beserta perangkat  peraturan beracaranya.


	Karena menyangkut penataan profesionalisme  F-FDTL maka tanggungjawab untuk tujuan ini tidak hanya tertumpu pada Institusi F-FDTL sendiri - dalam hal ini Panglima F-FDTL beserta komandan-komandan yang lain - tapi perlu juga melibatkan semua komponen bangsa RDTL baik yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengelolaan F-FDTL. Dengan demikian maka menjadi beban bagi semua komponen bangsa dan negara RDTL untuk memiliki rasa peduli dan rasa tanggungjawab serta wajib ikut berperan serta dalam pengembangan F-FDTL terutama dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan F-FDTL sebagai tulang punggung pertahanan dalam menjaga integritas bangsa dan negara RDTL. 

Institusi-Institusi yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas F-FDTL juga mempunyai beban untuk menyamakan visi dan misi dengan para pemimpin F-FDTL serta tidak boleh menonjolkan kepentingan politik yang dapat mengakibatkan F-FDTL keluar dari tujuan sebenarnya dalam hal membela Negara dan Rakyat RDTL. Sebab F-FDTL dibentuk  bukan untuk membela kepentingan sekelompok orang. Maka yang perlu dikedepankan oleh semua pihak termasuk masyarakat, yaitu menghilangkan mental rasisme, primordialisme dan ego-sektoral lainnya dalam menilai F-FDTL guna mendukung Institusi F-FDTL  menjadi sebuah institusi yang netral dan tidak bisa dimobilisasi.

Guna meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian personal F-FDTL, maka pihak internal F-FDTL  perlu menyiapkan mental atas tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban. Untuk itu maka semua pihak yang ada dalam institusi F-FDTL harus dapat menerima dengan lapang dada segala keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan yang ada.

Sejalan dengan upaya pembentukan Pengadilan Militer, maka  Institusi F-FDTL wajib untuk dapat bertindak dengan tepat menurut koridor hukum yang ditentukan dalam penegakan hukum bagi seluruh anggota F-FDTL.

Penataan peraturan pada dasarnya adalah untuk merubah perilaku sehingga penataan Undang-Undang  tentang Tentara Nasional (F-FDTL) akan menuntut adanya perilaku baru dari F-FDTL yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dituangkan sebagai materi muatan Undang-Undang. Konsekuensinya, F-FDTL baik secara institusi, pimpinan maupun personal akan mengalami restrukturisasi sebagaimana pokok inti  yang tertuang dalam undang-undang, baik menyangkut tugas, wewenang, kelembagaan, pengangkatan, pemberhentian dan pengawasan F-FDTL.


	B. Analisa Manfaat Terhadap Penataan Fungsi dan Peranan F-FDTL

	Aspek Ekonomi
	Aspek Sosial

	Dari segi ekonomi, keuntungan yang akan diperoleh adalah berupa keuntungan yang langsung maupun tidak langsung. 

Keuntungan tidak langsung diperoleh karena dengan adanya undang-undang bidang pertahanan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang fungsi dan peranan F-FDTL beserta dengan  sangsi-sangsi bagi para pelanggar aturan maka akan menciptakan institusi dan personal yang memadai baik dari segi kemampuan, moral, dan profesionalitas. Kemampuan pertahanan yang profesional tentunya akan memberikan jaminan terhadap keamanan dan stabilitas negara, yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap peluang pengusaha domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya guna berinvestasi di Timor Lorosae. Kondisi demikian tentunya akan sangat memberikan keuntungan dari segi ekonomi.

Sedangkan akibat secara langsung, penataan bidang pertahanan termasuk penataan sistem penggajian akan sangat membantu pendapatan ekonomi dan kesejahteraan personal F-FDTL. Hal demikian akan sangat mendukung peningkatan loyalitas dan semangat kerja anggota F-FDTL, tidak sering mangkir kerja karena alasan gaji kecil seperti yang terjadi selama ini. 
	Penataan sarana dan prasarana pendukung pengeloaan F-FDTL seperti pembentukan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan Nasional Timor Leste yang bertugas membantu tugas-tugas Presiden menyangkut masalah pertahanan dan keamanan nasional,  akan sangat berdampak positif terhadap sistem dan suasana pengelolaan F-FDTL ke arah yang lebih profesional. Profesionalitas yang demikian sangat mendukung terwujudnya jaminan keutuhan, keamanan, ketertiban dan kedamaian bagi Bangsa dan Tanah Air Timor Leste. 

Begitu juga dampaknya dalam  hubungan sosial antara F-FDTL dengan rakyat sipil akan dapat berjalan harmonis saling bergantungan sehingga dapat mempercepat terwujudnya tujuan-tujuan dasar Negara RDTL sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Konstitusi RDTL. 

Selain itu, dengan didirikannya Pengadilan Militer untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan Militer, akan sangat membantu meningkatkan profesionalisme F-FDTL dalam mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi F-FDTL menurut ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat terkontrol dengan baik, sekaligus juga mendukung peningkatan disiplin dan tanggungjawab anggota F-FDTL dalam mempertahankan kedaulatan Negara bersama Rakyat Timor Leste pada umumnya.




VIII. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENATAAN FUNGSI DAN

        PERANAN F-FDTL

	No.
	Hipotesa Penyebab
	Solusi

	1.
	Aspek Perekrutan Personil F-FDTL

Selama ini banyak pihak yang mengklaim bahwa perekrutan personil F-FDTL tidak transparan seperti yang dikatakan oleh para mantan FALINTIL yang tidak lulus seleksi, bahwa factor penyebab ketidaklulusan mereka bukan karena masalah kesehatan tetapi karena  adanya nepotisme dalam hal perekrutan.

Proses perekrutan baru terhadap para pemuda secara umum untuk masuk F-FDTL juga tidak transparan dan yang terjadi adalah para pemuda yang lulus masuk F-FDTL adalah yang berlatar belakang Klandestin atau yang punya  rekomendasi dari kenalan yang punya hubungan dekat dengan salah satu komandan F-FDTL.

Karena tidak ada proses yang pro-fessional maka memunculkan banyak masalah dikemudian hari yang menyebabkan tindakan indispiliner oleh para anggota F-FDTL.


	Untuk mencegah tudingan dan  terjadinya hal-hal yang bersifat negatif (misalnya tudingan nepotisme) terhadap institusi F-FDTL, maka perlu pengaturan yang jelas dan tegas terhadap sistem manajemen F-FDTL, disertai dengan upaya diseminasi/ sosialisasi terhadap setiap aturan/kebijakan yang dibuat oleh lembaga pertahanan baik di tingkat Kepresidenan, Sekretariat Pertahanan Negara, maupun sis-tem manajemen dan komando dari markas Panglima dan Komandan 

F-FDTL.
Prosedur perekrutan personil F-FDTL juga perlu dibenahi serta diatur secara jelas dan transparan, sehingga semua pihak mengetahui bagaimana syarat-syarat untuk bisa mengikuti seleksi, pendidikan, dan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi dan peranan F-FDTL. Hal ini diarahkan agar perekrutan sesuai dengan tujuan pengadaan F-FDTL yang profesional dalam menjalankan visi dan misi sesuai harapan bangsa dan negara RDTL, serta terhindar dari upaya kolusi, ko-rupsi dan suap-menyuap dalam perekrutan perekrutan personil F-FDTL. 


	2. 
	Aspek Promosi Jabatan/ Kenaikan Pangkat

Belum jelasnya criteria kenaikan pangkat terhadap perwira-perwira 

F-FDTL, menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan antara para per-wira dan anggota F-FDTL yang lama – (eks FALINTIL).  Isu pengangkatan  Perwira yang kurang berpe-ngalaman dan kurang mempunyai pengetahuan yang luas di bidang militer dapat memperluas perdeba-tan yang kemungkinan dapat berujung pada tudingan bahwa ada permainan KKN pada proses pengangkatan/kenaikan pangkat personil F-FDTL tersebut.


	Prioritas pengaturan criteria yang jelas dan terstruktur mengenai pengangkatan/kenaikan  para personil/perwira F-FDTL perlu dikedepankan, dengan me-ngutamakan pengangkatan/kenaikan pangkat personil/perwira F-FDTL berdasar standar kualifikasi yang jelas, memprioritaskan kepada mereka yang mempunyai pengetahuan yang luas dibidang kemiliteran, mempunyai komitmen,  loyal dan punyai skill dalam bidang-bidang yang dibutuhkan, dalam rangka pembinaan profesi F-FDTL. Dengan mengedepankan standar kua-litas tersebut serta didukung dengan konsep transparansi maka tudingan terhadap praktek KKN akan dapat dicegah secara dini.   

	3.
	Aspek Pengawasan dari Inspektur Jenderal

Belum terbentuknya Inspektorat Militer sehingga tidak ada pengawasan yang baik guna membantu proses pengelolaan institusi F-FDTL menjadi sebuah Institusi yang professional.


	 Perlu dibentuk suatu badan penga-was yaitu Inspektorat Militer untuk mengawasi pengelolaan keuangan F-FDTL agar dalam penggunaannya sesuai dengan prosedur guna membantu mewujudkan pengelolaan F-FDTL secara professional.

	4.
	Aspek Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum disini sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya untuk menangani dan mengadili kejahatan kejahatan yang bersifat Militer. Selama ini banyak kasus-kasus yang melibatkan perwira-perwira F-FDTL dan dalam penanganan serta penyelesaiannya hanya bersifat administratif. Menurut Pasal 130 Konstitusi RDTL, dikatakan bahwa Pengadilan Militer berwenang dan ber-tanggunjawab untuk menga-dili di tingkat pertama, kejahatan-kejahatan yang bersifat Militer. Oleh karena belum terbentuknya pengadilan Mili-ter di Negara RDTL sehingga akan mempersulit pengontrolan secara hukum terhadap fungsi dan wewenang Militer  dalam melaksanakan tugasnya. 

Belum adanya Undang-Undang tentang wewenang, penataan, susunan dan tata kerja pengadilan Militer juga akan menghambat proses penegakan hukum dalam institusi F-FDTL.


	Untuk melakukan penegakan Hukum bagi F-FDTL maka perlu didirikan Pengadilan Militer untuk menangani dan mengadili kasus-kasus yang anggota Militer/F-FDTL. Begitupun perlu membuat suatu Undang-Undang tentang wewenang, penataan, susunan dan tata kerja pengadilan Militer. 


IX. REKOMENDASI

Bertolak dari uraian-uraian di atas, terutama analisa melalui pendekatan ROCCIPI, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi dalam rangka mengadakan penataan institusi F-FDTL dalam fungsi dan peranannya untuk menjadi institusi yang professional, yaitu :

a. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengadakan pemetaan skema kewenangan Institusi F-FDTL termasuk sumber-sumber wewenang tersebut baik menyangkut Kewenangan Presiden sebagai Panglima Tertinggi, Kewenangan Sekretaris Pertahanan Negara, maupun Panglima Tinggi F-FDTL.

b. Perlu dilakukan penataan aturan yang sudah ada maupun pembuatan aturan hukum yang baru guna membantu proses pengelolaan institusi F-FDTL baik menyangkut proses perekrutan, promosi jabatan/kenaikan pangkat dan tugas-tugas anggota F-FDTL.

c. Perlu pembentukan Inspektorat Militer untuk proses pengawasan dalam Institusi F-FDTL.

d. Perlu pembentukan pengadilan militer dan oditur/jaksa militer serta perangkat-perangkat hukumnya  untuk proses penegakan hukum. 

e. Menetapkan model pendidikan, latihan, kursus dan pembinaan profesi anggota F-FDTL yang professional.

f. Perlu menghilangkan mental memecah belah di dalam institusi F-FDTL dari sikap primordialisme, ras, suku, dan agama yang dapat mengancam kutuhan bangsa.

g. Perlu dukungan masyarakat terhadap institusi F-FDTL dalam mengembangkan fungsi dan peranannya sebagai Institusi yang profesional.

X. STRUKTUR RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Pada dasarnya, sebagai sebuah Rancangan Undang-Undang, maka sistematika yang dikemukakan hanyalah dalam belum struktur umum. Sedangkan rincian lebih lanjut dapat dikaji dalam bahasan tersendiri yang selanjutnya harus melalui prosedur perancangan sampai persetujuan dan pengesahan Undang-Undang yang akan dibuat. Tidak kalah pentingnya juga adalah desiminasi terhadap rancangan yang dibuat, sehingga disamping mengedepankan transparansi juga berfungsi untuk meminimalisir tindakan-tindakan sepihak para pembuat undang-undang dalam memberikan perlindungan hokum kepada rakyat.

Dalam sebuah undang-undang, penormaan kewenangan (terhadap Lembaga Pelaksana) yang dituangkan sebagai materi muatan dapat bersifat atribusi maupun delegasi. Merujuk pada sifat penormaan demikian, maka ada undang-undang yang memuat secara detail atau rinci suatu masalah. Tetapi terhadap penormaan yang bersifat delegasi, maka terhadap undang-undang yang dibuat memberi peluang kepada para agen/lembaga pelaksana untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan secara delegasi tersebut. Dalam konteks ini maka tentunya sebuah undang-undang memerlukan peraturan organic yaitu peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. 


Mengingat keterbatasan waktu, maka struktur undang-undang yang dikemukakan dalam uraian ini hanyalah bersifat umum, sesuai dengan materi kajian yang dipaparkan dalam Bab sebelumnya. Adapun struktur Undang-Undang Pertahanan Nasional Republik Demokrasi Timor Leste adalah sebagai berikut:

A. Judul

B. Konsideran (filosofis, sosiologis, yuridis)

C. Isi/Batang Tubuh

1. Ketentuan Umum

2. Dasar, tujuan dan fungsi

3. Peran serta masyarakat

4. Struktur dan manajemen kewenangan

5. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan

6. Pendanaan

7. Pengawasan

8. Ketentuan peralihan

9. Penutup

D. Pengesahan dan pengundangan

E. Penjelasan          

XI. KESIMPULAN

Institusi F-FDTL sebagai perisai bangsa dan rakyat Timor Leste, perlu diberi dukungan yang memadai agar dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dapat  mewujudkan tujuan-tujuan dasar Negara sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi RDTL. 

Akhir-akhir ini banyak persoalan-persoalan yang melibatkan perwira-perwira F-FDTL, dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemecatan terhadap beberapa orang perwira yang diduga menyalahgunakan fungsi dan wewenangnya. Disamping itu ada juga persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah perekrutan perwira F-FDTL, masalah belum jelasnya pengangkatan jabatan hingga masalah penegakan hukum.  Persoalan-persoalan tersebut telah menandakan bahwa setidaknya perlu melakukan suatu penbenahan terhadap institusi F-FDTL sedini mungkin, terlebih meningkatkan profesionalisme para perwira F-FDTL dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam kehidupan masyarakat Timor Leste.
Secara struktural F-FDTL dibawah tanggungjawab Pemerintah RDTL namun dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya Presiden RDTL yang sekaligus bertindak sebagai Panglima Tertinggi F-FDTL bersama Sekretaris Pertahanan Negara, dan Panglima F-FDTL, bertanggungjawab dalam meningkatkan institusi F-FDTL.

Sebagai Panglima tertinggi F-FDTL, Presiden memerlukan suatu Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan untuk memberi nasehat-nasehat yang berhubungan dengan masalah pertahanan dan keamanan. Hal ini memerlukan juga suatu Undang-Undang yang mengatur tentang wewenang, susunan dan tata kerja Pengadilan Militer untuk mengontrol segala tindakan perwira-perwira F-FDTL yang diduga menyalahi aturan-aturan yang ada. Tentu saja untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan Militer perlu diselesaikan melalui Pengadilan Militer sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam institusi F-FDTL dalam menegakkan hukum. 

Di segi lain, perlu memberi perhatian yang serius terhadap institusi F-FDTL dalam meningkatkan sumber daya manusia F-FDTl sehingga mampu menjawab tantangan yang akan muncul di masa depan. Perlu melakukan training dan memberi dukungan sarana dan prasarana yang memadai terhadap para perwira F-FDTL dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehingga tujuan-tujuan dasar Negara Timor Leste dapat tercapai.
-Tamat-
Catatan: Laporan ini dihimpun oleh Program Perancangan Undang-Undang di Timor Leste dari Fakultas Hukum, University of San Francisco, bagian dari Program Akses Terhadap Keadilan yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation.


Tujuh kelompok kerja yang mana anggotanya terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat Timor Leste, yang memiliki keahlian dan pengalaman di masing-masing bidang yang bersangkutan, dibentuk sehubungan dengan Program Perancangan Undang-Undang oleh USF. Tujuan dari pembentukan kelompok tersebut adalah menyediakan latar belakang dan data serta menganalisa masalah sosial dari pandangan masyarakat madani, mendayagunakan masyarakat madani agar dapat turut serta dalam pengembangan peraturan perundang-undangan dengan menyumbangkan pengetahuan dan ketrampilannya, serta menjalinkan hubungan antara masyarakat madani dan Parlemen Nasional Timor-Leste.


Laporan-laporan ini dimaksudkan sebagai bahan bagi Komisi-Komisi Parlemen Nasional Timor-Leste, yang mana laporan-laporan ini akan diajukan kepadanya sesuai dengan bagian parlemen dalam Program Perancangan Undang-Undang. Metodologi pemecahan masalah sehubungan dengan perancangan undang-undang yang disebut ROCCIPI dikutip dari karya berjudul Legislative Drafting for Democratic Social Change – A Manual for Drafters oleh Seidman, A., Seidman, R. and Abeyesekere, N Kluwer Law International, 2001 (Edisi Bahasa Indonesia berjudul: Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis – Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang ELIPS Seri Dasar Hukum Ekonomi 10 2002).


Program Akses terhadap Keadilan didanai oleh United States Agency for International Aid (USAID).

Pandangan-pandangan yang diucapkan di dalam laporan ini bukan pandangan Universitas San Francisco, The Asia Foundation atau USAID.

A Universidade de São Francisco é um parceiro do Programa de Acesso a Justiça em Timor-Leste da Fundação da Ásia
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